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Assalamu’alaikum warahmatullahi
wabarakatuh.

Puji dan syukur kami panjatkan ke
hadirat Allah Yang Maha Kuasa, karena
atas berkat dan rahmat-Nya, Otoritas
Jasa Keuangan (OJK) dapat menyele-
saikan penyusunan Buku Saku Penga-
turan dan Pengawasan Aset Keuangan
Digital Termasuk Aset Kripto. Buku
Saku ini disusun sebagai panduan bagi
konsumen dan Penyelenggara Perda-
gangan Aset Keuangan Digital terma-
suk Aset Kripto (AKD AK) dalam mema-
hami proses peralihan kewenangan
pengaturan dan pengawasan AKD AK
dari Badan Pengawas Perdagangan
Berjangka Komoditi (Bappebti) kepada
OJK sebagaimana telah diamanatkan
dalam Pasal 8 angka 4 dan Pasal 312
ayat (1) Undang-Undang Nomor 4
Tahun 2023 tentang Pengembangan
dan Penguatan Sektor Keuangan (UU
P2SK). UU P2SK menyatakan bahwa
peralihan kewenangan pengaturan dan
pengawasan terhadap aset kripto dari
Bappebti kepada OJK diselesaikan
secara penuh paling lama 24 (dua-
puluh empat) bulan sejak pengundang-
an UU P2SK.

Dalam rangka mendukung kelancaran
peralihan ini, OJK telah menerbitkan
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Kami berharap Buku Saku ini dapat menjadi

rujukan yang bermanfaat bagi konsumen,
Penyelenggara Perdagangan AKD AK, dan
pemangku kepentingan lainnya untuk mendorong
terciptanya ekosistem AKD AK yang terpercaya,
inovatif, dan berkelanjutan. Buku Saku ini juga
diharapkan dapat mendorong peningkatan literasi
dan edukasi masyarakat terkait AKD AK dan
menstimulus ide-ide baru yang mendukung

pengembangan industri AKD AK.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
(POJK) Nomor 27 Tahun 2024 tentang
Penyelenggaraan Perdagangan Aset
Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto
(POJK AKD AK) dan Surat Edaran
Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK)
Nomor 20/SEOJK.07/2024 tentang
Penyelenggaraan Perdagangan Aset
Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto
(SEOJK AKD AK), untuk memberikan
kejelasan dan kepastian hukum
atas penyelenggaraan perdagangan
AKD AK, serta memastikan proses
peralihan berjalan dengan lancar
(smooth landing).

OJK memiliki visi untuk menciptakan
industri yang inklusif dan berorientasi
pada pelindungan konsumen melalui

n

upaya peningkatan manajemen risiko
dan tata kelola yang baik dalam penye-
lenggaraan perdagangan AKD AK,
termasuk penguatan prinsip-prinsip
pelindungan konsumen. Selain itu, OJK
juga berkomitmen untuk mendorong
industri ini agar dapat berkontribusi bagi
pertumbuhan ekonomi nasional, antara
lain melalui dukungan terhadap inovasi
dan stabilitas Inovasi Teknologi Sektor
Keuangan, Aset Keuangan Digital dan
Aset Kripto (IAKD) di Indonesia, yang
diharapkan dapat bertumbuh secara
berkelanjutan.

Selanjutnya, dalam rangka peningkatan
kepercayaan konsumen, OJK juga
menekankan pentingnya pemahaman
oleh seluruh pemangku kepentingan
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mengenai karakteristik risiko aset kripto
yang berbeda dengan aset keuangan
lainnya. Sehingga setiap keputusan
investasi harus didasarkan pada pema-
haman yang memadai mengenai risiko

aset kripto, legalitas pihak yang
menawarkannya, serta risk appetite
konsumen.

OJK berkomitmen untuk memperkuat
penanganan isu-isu keamanan siber,
melakukan pemantauan transaksi ilegal
(illicit transactions) secara optimal,
serta meningkatkan kapasitas dalam
pelaksanaan pemantauan Anti Pencu-
cian Uang, Pencegahan Pendanaan
Terorisme, dan Pencegahan Pendana-
an Proliferasi Senjata Pemusnah
Massal (APU PPT dan PPPSPM).
OJK secara proaktif bekerja sama
dengan kementerian, lembaga pe-
merintah, regulator, maupun standard
setting bodies dalam rangka pem-
buatan kebijakan dan penerapan super-
visory action dengan mengedepankan
prinsip tata kelola yang baik, manaje-
men risiko, dan kepatuhan pada pera-
turan dan perundang-undangan yang
berlaku. Selanjutnya, OJK berkomitmen
melaksanakan langkah-langkah strate-
gis untuk menghadapi dan menindak
entitas serta praktik ilegal yang berpo-
tensi merugikan konsumen atau meng-
ganggu stabilitas industri AKD AK.

Kami berharap Buku Saku ini dapat
menjadi rujukan yang bermanfaat bagi
konsumen, Penyelenggara Perda-
gangan AKD AK, dan pemangku
kepentingan lainnya untuk mendorong
terciptanya ekosistem AKD AK yang
terpercaya, inovatif, dan berkelanjutan.
Buku Saku ini juga diharapkan dapat
mendorong peningkatan literasi dan
edukasi masyarakat terkait AKD AK dan
menstimulus  ide-ide  baru  yang
mendukung pengembangan industri
AKD AK.

Akhir kata, kami mengucapkan terima
kasih kepada semua pihak yang telah
berkontribusi dalam penyusunan Buku
Saku ini. Semoga Buku Saku ini mem-
berikan manfaat besar bagi perkem-
bangan industri dan perekonomian
digital Indonesia saat ini dan kedepannya.
Wassalamu’alaikum warahmatullahi
wabarakatuh.

Hasan Fawzi

Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi
Teknologi Sektor Keuangan, Aset
Keuangan Digital dan Aset Kripto

merangkap Anggota Dewan Komisioner
Otoritas Jasa Keuangan
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rr@tasi dalam aset kripto dapat
memberikan potensi keuntungan yang
signifikan, namunijuga mengandung risiko
kerugian yang substansial. Oleh karena itu,
calon konsumen aset kripto WAJIB memiliki
pemahaman yang memadai sebelum
melakukan transaksi. Setiap kerugian yang
timbulrakibat transaksi aset kripto menjadi
tanggungjjawab konsumen sepenuhnya.
fidakdadalpihak atau otoritas yang dapat
menjaminihasil dari transaksi aset kripto,
~~baik‘dalam hal keuntungan

£ maupun kerugian. \\
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Dalam rangka memenuhi amanat UU
P2SK, kewenangan pengaturan dan
pengawasan AKD AK dialihkan dari
Bappebti ke OJK selambat-lambatnya
24 (dua puluh empat) bulan sejak
pengundangan UU P2SK. Peralihan ini
diharapkan akan memperkuat penga-
turan dan pengawasan AKD AK dalam
penerapan pelindungan konsumen,
mendukung inovasi teknologi keua-
ngan, dan memastikan stabilitas indus-
tri AKD AK di Indonesia.

OJK telah menyusun regulasi secara
terintegrasi untuk menjaga kesinam-
bungan penyelenggaraan perdagangan
AKD AK. Hal ini dilakukan dengan
memperhatikan aspek manajemen
risiko, penerapan tata kelola yang baik,
penerapan program APU PPT dan
PPPSPM, keamanan sistem, dan
kepastian hukum. Proses peralihan
dilakukan melalui tahapan terstruktur
untuk memastikan kelancaran dan
kestabilan operasional industri dan
menjaga kepercayaan pasar (smooth
landing). Pendekatan ini dilaksanakan
secara kolaboratif dengan seluruh
pemangku kepentingan.

Pengaturan dan pengawasan AKD AK
juga berorientasi untuk peningkatan

pelindungan konsumen melalui penera-

pan standar keamanan yang lebih
tinggi, transparansi informasi, dan
mekanisme penyelesaian sengketa

yang lebih baik. Penyelenggara Perda-
gangan AKD AK juga akan mendapat
kepastian hukum dan akses regulasi
yang lebih adaptif, memungkinkan
inovasi berkembang secara berkelanju-
tan. Bagi regulator, peralihan ini mem-
perluas cakupan pengaturan dan
pengawasan sektor keuangan digital
yang terintegrasi.

Buku Saku ini terdiri dari 3 (tiga) bab
utama yang disusun secara sistematis
untuk memberikan panduan yang jelas
dan komprehensif. Struktur informasi
dalam buku ini juga dirancang dengan
pendekatan tematik dan bertahap
sehingga memudahkan pembaca untuk
memahami setiap aspek penting terkait
peralihan pengaturan dan pengawasan
AKD AK.

e Bab | menjelaskan sejarah dan
pengertian AKD AK, praktik
pengawasan AKD AK di negara-
negara lain, mekanisme perda-
gangan, manfaat dan risiko aset
kripto, perkembangan industri AKD
AK di Indonesia, kegiatan lain dalam




industri AKD AK, dan Penyelenggara
Perdagangan AKD AK.

Bab Il memaparkan latar belakang
dan dasar hukum peralihan
pengaturan serta pengawasan AKD
AK dari Bappebti ke OJK. Bab ini
juga membahas visi, misi, serta
strategi OJK dalam menciptakan
IAKD vyang inklusif dan stabil,
serta peluang dan tantangan bagi
OJK. Selain itu, bab ini juga mem-
bahas tentang aspek pengaturan,
pengawasan, perizinan, dan kewa-
jiban Penyelenggara Perdagangan
AKD AK.

Bab Il berfokus pada pengemba-
ngan dan penguatan AKD AK pasca
peralihan yang meliputi pelindungan
konsumen dan standar keamanan.

Buku Saku ini juga dilengkapi dengan
glosarium yang menjelaskan
istilah-istilah terkait AKD AK untuk
membantu  pembaca memahami
konsep-konsep teknis. Frequently
Asked Questions (FAQ) disertakan
untuk menjawab pertanyaan
umum yang sering muncul terkait
peralihan pengaturan dan
pengawasan AKD AK, seperti
prosedur perizinan, kewajiban
Penyelenggara Perdagangan AKD
AK, mekanisme pelindungan
konsumen, hingga langkah-langkah
mitigasi risiko.
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TENTANG INDUSTRI ASET
KEUANGAN DIGITAL TERMASUK

1.1. Sejarah Aset Keuangan
Digital Termasuk
Aset Kripto

Sejarah aset digital bermula pada tahun
1998 ketika Nick Szabo mengusulkan
gagasan “bit gold”, bentuk mata uang
digital terdesentralisasi yang bertujuan
untuk menciptakan mekanisme
pembayaran yang bebas dari otoritas
pusat[1] (Gambar 1). Satu dekade
kemudian, Satoshi Nakamoto
memperkenalkan Bitcoin sebagai mata
uang digital  peer-to-peer yang
diciptakan menggunakan teknologi
blockchain tanpa otoritas pusat yang
mengaturnya. Satoshi Nakamoto
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mendefinisikan cryptocurrency sebagai
“a chain of digital signatures’12)]. Sekitar
dua tahun kemudian, Bank Indonesia
mendefinisikan cryptocurrency sebagai
“virtual currency” atau “mata uang yang
diterbitkan oleh pihak selain otoritas
moneter melalui proses mining,
pembelian, atau transfer insentif
(reward).” Di Indonesia, cryptocurrency
tidak diakui secara hukum sebagai alat
pembayaran yang sah maupun
sebagai mata uang resmi[3].

Setelah kesuksesan Bitcoin, ribuan ma-
ta uang digital lain yang dikenal seba-
gai “altcoin” atau alternatif dari Bitcoin

Gambar 1: Sejarah Aset Digital

Nick Szabo mengusulkan
gagasan 'bit goid' , mata uang
digital yang terdesentralisasi

1998

Bitcoin, digital peer-to-peer
cryptocurrency pertama
diperkenalkan

Mata uang digital lain yang
dikenal sebagai ‘aftcoin’
bermunculan

Stablecoin diperkenalkan
untuk mengurangi risiko
volatilitas

Pasar aset digital mengalami
kelesuan yang disebut musim
dingin kripto

2014 l—l—\

2023

2018-2020

Pemulihan dan kebangkitan
industri aset kripto




*

-
OTORITAS
QK I
KEUANGAN

(atau terkadang Ethereum) bermuncu-
lan. Seiring dengan perkembangan
aset digital dan volatilitas mata uang
kripto seperti  Bitcoin, stablecoin
diperkenalkan pada tahun 2014 untuk
mengurangi risiko volatilitas karena
nilainya  dikaitkan dengan  aset
tradisional seperti mata uang fiat atau
komoditas[1]. Perkembangan pesat
terlihat di pasar aset digital dari tahun
2016 hingga 2018. Namun, pada tahun
2018 pasar mengalami kelesuan
dimana nilai Bitcoin dan Ethereum
anjlok, atau dikenal sebagai "musim
dingin kripto." Pasar mulai mengalami
perbaikan pada awal tahun 2019[1].
Selanjutnya, tahun 2023 menjadi tahun
pemulihan aset kripto ketika industri ini
bangkit kembali dari skandal, dan
penurunan harga. Hal ini mengakhiri
fase musim dingin kripto, dan menga-
wali fase pertumbuhan([4].

1.2. Aset Keuangan Digital dan
Aset Kripto

Sesuai dengan Undang-Undang (UU)
Nomor 4 Tahun 2023 tentang
Pengembangan dan Penguatan Sektor
Keuangan, aset keuangan digital
merupakan aset keuangan yang
disimpan atau direpresentasikan
secara digital, termasuk di dalamnya
aset kripto. Selanjutnya, aset kripto
didefinisikan  sebagai  representasi
digital dari nilai yang dapat disimpan

dan ditransfer menggunakan teknologi
yang memungkinkan penggunaan buku
besar terdistribusi seperti blockchain
untuk memverifikasi transaksinya dan
memastikan keamanan dan validitas
informasi yang tersimpan, tidak dijamin
oleh otoritas pusat seperti bank sentral
tetapi diterbitkan oleh pihak swasta,
dapat ditransaksikan, disimpan, dan
dipindahkan atau dialihkan secara
elektronik, dan dapat berupa koin
digital, token, atau representasi aset
lainnya yang mencakup aset
kripto terdukung (backed crypto-asset)
dan aset kripto tidak terdukung
(unbacked crypto-asset).

Financial Stability Board (FSB) men-
definisikan aset kripto sebagai jenis
aset digital yang bergantung pada
penggunaan kriptografi serta
Distributed Ledger Technology (DLT)
atau teknologi sejenis. Terminologi yang
digunakan untuk aset kripto sangat
beragam. Di berbagai negara, aset
kripto juga disebut sebagai virtual
assets, digital assets, cryptocurrencies,
ataupun digital currencies. Berdasarkan
POJK AKD AK, aset kripto diposisikan
menjadi bagian dari AKD AK (Gambar 2).
Aset kripto tidak terdukung (unbacked
crypto asset) adalah jenis aset kripto
tertua dan terpopuler, yang
tidak mengandalkan nilai  aset
pendukung apapun, melainkan pada



Gambar 2: Aset Kripto dalam Cakupan
Aset Keuangan Digital

ASET KEUANGAN
DIGITAL

ASET KRIPTO

mekanisme penawaran dan perminta-
an[5]. Aset kripto awalnya dimaksud-
kan sebagai uang digital untuk
digunakan di internet dan aset
kripto tidak terdukung (unbacked crypto
asset) tidak dapat dianggap sebagai
alat pembayaran karena harganya
terlalu fluktuatif[6]. Contoh aset kripto
tidak terdukung (unbacked crypto
asset) antara lain Bitcoin dan Ether.
Aset-aset ini tidak mempunyai nilai
fundamental karena tidak terikat pada
aliran keuntungan atau pembayaran
kupon di masa depan[7]. Seiring dengan
perkembangan aset digital dan
volatilitas aset kripto seperti Bitcoin,
aset kripto terdukung (backed crypto
asset) didesain untuk mengurangi
fluktuasi nilai dengan mengaitkan
nilainya kepada aset tradisional seperti
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mata uang fiat dan/atau komoditas.
Contoh backed crypto asset adalah
Tether (USDT) di mana nilai tukarnya
dipatok terhadap dolar AS dengan rasio
1:1 dan didukung oleh cadangan mata
uang fiat dolar[8].

Selain kedua istilah di atas, saat ini
mulai berkembang tokenisasi.
Berdasarkan Organisation for Econo-
mic Co-operation and Development
(OECD) (2021)[9], tokenisasi aset
adalah representasi digital dari aset
fisik pada buku besar terdistribusi
(biasa disebut digital twins), misalnya
dengan menerbitkan token pada block-
chain. Hal ini berbeda dengan aset
kripto yang lahir secara digital tanpa
adanya aset fisik. Contoh dari tokenisa-
si aset adalah melakukan tokenisasi
terhadap Efek (saham dan obligasi)
atau bahkan manfaat ekonomi dari
properti (real estate tokenization).

1.3. Praktik Pengawasan di
Negara Lain

Pendekatan terhadap aset kripto
berbeda-beda di berbagai yurisdiksi.
Berdasarkan laporan Cambridge
Centre for Alternative Finance (CCAF)
tahun 2024 (Gambar 3) diketahui
bahwa 43,30% yurisdiksi belum menga-
tur aktivitas aset kripto, 44,10% vyuris-
diksi telah mengatur, dan 12,60% sisa-
nya melarang aktivitas tersebut. Yuris-
diksi yang memilih untuk mengatur

& ﬂ
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Gambar 3: Pendekatan Global Terhadap Regulasi Aset Kripto
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Belum Diatur Dilarang
Sumber: CCAF (2024)
aktivitas aset kripto sebagian
besar memperkenalkan regulasi
komprehensif beserta kerangka
perizinan (35,30%). Sementara itu,

hanya 8,80% yurisdiksi yang memiliki
regulasi khusus yang berfokus pada
APU PPT[10]. Laporan CCAF juga
menjelaskan bahwa secara global, aset
kripto secara bertahap mulai dimasuk-
kan ke dalam kerangka pengawasan
regulasi, sejalan dengan rekomendasi
terkini dari badan-badan penyusun
standar internasional. Aspek pengatur-
an terhadap aktivitas aset kripto menja-
di lebih prioritas. Lebih lanjut, meskipun
semakin banyak yurisdiksi yang me-
ngambil langkah untuk mengatur aset
kripto, kecepatan dalam mengimple-

Diatur Menggunakan
Kerangka APU PPT

Diatur Menggunakan
Kerangka Pengawasan
Komprehensif

mentasikan regulasi bervariasi. Jenis
kerangka, penerapan, penyesuaian,
dan cakupan regulasi, atau pembentu-
kan regulasi khusus cukup beragam
antar yurisdiksi. Namun, terdapat tren
umum menuju penyesuaian pengatur-
an aset kripto dan perluasan lingkup
pengaturan, dari sebelumnya berfokus
pada APU PPT dan kustodian diperluas
hingga  mencakup perdagangan,
integritas pasar, dan aspek lainnya.






